BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kesehatan merupakan hak asasi
setiap manusia yang ada dan merupakan unsur dari kesejahteraan setiap manusia yang diwujudkan.
Oleh karena itu, setiap upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh Negara bertujuan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat warga negara yang setinggi-tingginya dilaksanakan
berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan. Hal ini sangat
penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan kesehatan dan
daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses pada setiap
sumber daya di bidang kesehatan dan setiap orang juga memperoleh pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, dijelaskan juga bahwa setiap orang mempunyai
kewajiban turut serta dalam program jaminan sosial (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009).

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mewujudkan peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif,
partisipatif, dan berkelanjutan. Kebijakan yang mengatur hak atas jaminan sosial untuk dapat
memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak dan menyeluruh tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pelaksanaan SJSN
dilakukan oleh suatu badan hukum pengelola jaminan sosial yang selanjutnya disebut Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam penyelenggaraannya BPJS terbagi
menjadi dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki
4 (empat) program jaminan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua
dan jaminan pensiun, sedangkan BPJS Kesehatan memiliki 1 (satu) program jaminan yaitu
jaminan kesehatan yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional (Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan merupakan
inisiatif yang baik untuk pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat,

dengan iuran yang terjangkau dan cakupan pelayanan kesehatan yang luas. Salah satu tugas BPJS



Kesehatan dalam menjalankan fungsinya menyelenggarakan JKN yaitu memungut,
mengumpulkan, dan mengelola iuran dari peserta, pemberi kerja dan pemerintah. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, BPJS Kesehatan berwenang untuk menagih pembayaran iuran dan
melakukan pengawasan dan pemeriksaan, atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam
memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial
nasional (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011).

Setiap warga Negara Indonesia harus memiliki kesadaran bahwa JKN dibuat bagi setiap
warga negara dimana kepesertaan bersifat wajib dengan prinsip kegotong-royongan. Prinsip
kegotong-royongan dapat diwujudkan dalam bentuk sistem gotong-royong dari peserta yang
mampu kepada peserta yang kurang mampu, peserta yang memiliki risiko rendah membantu
peserta yang memiliki risiko tinggi dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Salah satu
mekanisme gotong-royong yang dapat diwujudkan yaitu kepeserta wajib program JKN bagi setiap
warna negara Indonesia. Program jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia melalui prinsip kegotong-royongan ini (Kementerian Kesehatan, 2013).

Peningkatan jumlah peserta menjadi salah satu indikator bahwa program JKN semakin
dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan laporan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan bulan
Desember 2016, jumlah peserta yang terdaftar yaitu 171.939.254 jiwa. Mengingat pentingnya
program JKN, maka semua pihak dituntut aktif menjaga agar program untuk dapat berjalan secara
berkelanjutan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan peserta untuk menjaga keberlangsungan
program JKN yaitu rutin membayar iuran (Info BPJS Kesehatan, 2016).

Program jaminan sosial, sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi
kerja, dan/atau pemerintah disebut iuran. luran merupakan faktor esensial dalam suksesnya suatu
sistem jaminan sosial nasional. luran peserta mandiri bervariasi sesuai kelas dan tingkat
kemampuan masyarakat. Kesinambungan masyarakat dalam membayar iuran secara rutin
berdampak pada pendanaan sistem jaminan kesehatan nasional. Oleh karena itu tanpa pembayaran
iuran secara berkesinambungan dapat mengakibatkan penyelenggaraan JKN berjalan tidak baik.
Sehingga, peserta mandiri JKN harus proaktif secara rutin dalam membayar iuran (Thabrany,
2013).

Berdasarkan laporan dari BPJS Kesehatan pada tahun 2016, secara nasional jumlah
masyarakat Indonesia yang telah menjadi Peserta Program JKN berjumlah 171.939.254 jiwa.

Peserta ini terdiri dari jenis kepesertaan yang bermacam-macam. Peserta mandiri merupakan



jumlah peserta terbanyak kedua yaitu 11% setelah Peserta Penerima Bantuan luran (PB1) APBN/
Jamkesmas sebanyak 52%. Peserta lain yaitu pegawai swasta sejumlah 9%, Peserta Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebanyak 8%, pegawai BUMD sebanyak 8%, Pegawai Negeri Sipil
(PNS) sebanyak 6%, pensiunan sebanyak 3%, Tentara Negara Indonesia (TNI) sebanyak 1%,
POLRI sebanyak 1%, dan pegawai BUMN sebanyak 1% (BPJS Kesehatan, 2016).

Masyarakat yang telah menjadi Peserta JKN pada tahun 2016 di Sumatera Barat
berjumlah 3.737.921 jiwa. Peserta mandiri merupakan jumlah peserta terbanyak ketiga yaitu 15%,
setelah Peserta PBI APBN/ Jamkesmas sebanyak 43% dan Jamkesda sebanyak 16%. Peserta
lainnya yaitu PNS sebanyak 13%, pegawai swasta sejumlah 7%, pensiunan sebanyak 4%, TNI dan
POLRI sebanyak 1%, pegawai BUMN sebanyak 0,5%, dan pegawai BUMD sebanyak 0,5% (BPJS
Kesehatan, 2016).

Kota Solok memiliki peserta JKN pada tahun 2016 sejumlah 55.462 jiwa. Peserta mandiri
merupakan peserta terbanyak keempat yaitu 13% setelah PBI APBN/ Jamkesmas sebanyak 22%,
Jamkesda sebanyak 20%, dan PNS sebanyak 18%. Peserta lainnya terdiri dari pegawai swasta
sejumlah 9%, pegawai BUMD sebanyak 9%, pensiunan sebanyak 5%, TNI dan POLRI sebanyak
3%, dan pegawai BUMN sebanyak 1% (BPJS Kesehatan, 2016).

Data diatas menunjukkan bahwa persentase peserta mandiri cukup besar baik secara
nasional, Sumatera Barat dan Kota Solok. Tingkat wilayah Sumatera Barat, Kota Solok termasuk
tiga kabupaten/kota yang memiliki kolektabilitas iuran rendah yaitu 31,07%, sedangkan wilayah
lainnya yaitu Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (BPJS Kesehatan, 2016).
Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh penulis, saat ini terjadi fenomena di
masyarakat khususnya peserta mandiri JKN, mendaftarkan dirinya dan keluarga sebagai peserta
JKN hanya saat ingin berobat dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari
peserta yang Peserta tersebut tidak rutin melakukan pembayaran, sehingga mengakibatkan
pengumpulan iuran dari peserta mandiri tidak sesuai dengan banyaknya jumlah peserta mandiri
terdaftar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta mandiri menunggak di Kota Solok yaitu 4.979
jiwa atau sejumlah 69% dari peserta mandiri terdaftar, dengan rincian kelas | sejumlah 21,1% dari
peserta mandiri menunggak, kelas 11 sejumlah 18% dari peserta mandiri menunggak, dan kelas I11
sejumlah 60,9% dari peserta mandiri menunggak (BPJS Kesehatan, 2016).

Penelitian-penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta

mandiri Program JKN dalam pembayaran iuran diantaranya penelitian Putra Tahun 2015



menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan peserta
mandiri adalah pengetahuan, pendapatan, cara pembayaran iuran, perilaku petugas dan persepsi
risiko (Putra, 2015). Penelitian lainnya dari Nopiyani, dkk Tahun 2015 mengenai faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri BPJS Kesehatan dalam pembayaran iuran
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran adalah
pengetahuan, kualitas pelayanan kesehatan yang diterima, tidak adanya reminder atau notifikasi
mengenai pembayaran iuran (Nopiyani dkk, 2015).

Berbagai upaya untuk meningkatkan kolektibilitas iuran khususnya segmen peserta
mandiri telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan, antara lain pembayaran dapat dilakukan di kantor
Bank Mandiri/ BNI/ BRI/ BTN, internet mobile banking, ATM, SMS gateway, surat tagihan
kepada peserta, bekerjasama dengan channel PPOB (Payment Point Online Bank), tersedianya
mesin EDC (Electronic Data Capture) di Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Namun, upaya ini
belum mampu meningkatkan kolektibilitas iuran secara signifikan (Info BPJS Kesehatan, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, peserta mandiri merupakan segmen kepesertaan yang cukup
mempengaruhi penerimaan iuran program JKN. Oleh karena itu, kepatuhan peserta mandiri dalam
membayar iuran JKN sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan penyelenggaraan JKN,
mengingat ketersediaan anggaran penyelenggaraan program JKN berasal dari iuran. Berdasarkan
hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran

iuran Program JKN di Kota Solok.

B. Perumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana gambaran faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran program JKN di Kota Solok

dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan?

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri dalam
pembayaran iuran program JKN di Kota Solok dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan kepatuhan.



2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui hubungan pendidikan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam
pembayaran iuran program JKN di Kota Solok.

2. Mengetahui hubungan pengetahuan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam
pembayaran iuran program JKN di Kota Solok.

3. Mengetahui hubungan jarak menuju tempat pembayaran iuran dengan kepatuhan
peserta mandiri dalam pembayaran iuran program JKN di Kota Solok.

4. Mengetahui hubungan pendapatan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam
pembayaran iuran program JKN di Kota Solok.

5. Mengetahui hubungan jumlah anggota keluarga dengan kepatuhan peserta mandiri
dalam pembayaran iuran program JKN di Kota Solok.

6. Mengetahui hubungan persepsi terhadap pelayanan kesehatan dengan kepatuhan
peserta mandiri dalam pembayaran iuran program JKN di Kota Solok.

7. Mengetahui hubungan persepsi risiko dengan kepatuhan peserta mandiri dalam
pembayaran iuran program JKN di Kota Solok.

8. Mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri dalam
pembayaran iuran program JKN di Kota Solok.

9. Mengeksplorasi upaya penagihan iuran peserta mandiri oleh BPJS Kesehatan Cabang
Solok.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis/limiah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan

ilmu pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi

bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Aspek Praktis

a.

b.

Bagi BPJS Kesehatan Cabang Solok, hasil penelitian dapat memberikan masukan dalam
upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri program JKN Kota
Solok.

Bagi Dinas Sosial Kota Solok, hasil penelitian dapat memberikan masukan dalam

penetapan peserta Jamkesda Kota Solok.



c. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman belajar dalam
mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan menambah wawasan
pengetahuan.
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